BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 86 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN
2022 TENTANG RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman dan
perlindungan diri dari ancaman ketakutan bagi
pelapor pengaduan pelayanan publik, maka
diperlukan adanya jaminan perlindungan;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022
tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, belum
sepenuhnya mengatur tentang pemberian
perlindungan  bagi pelapor dalam  proses
pengaduan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022
tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



Menetapkan

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang
Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Pemerintah  Daerah  (Berita Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA AKSI PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 47)
diubah sebagai berikut:

1. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab,

yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PERLINDUNGAN PELAPOR

2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu)
Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8A

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda



yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi perlindungan
pelapor.

(2) Dalam hal diperlukan atau pelapor meminta
perlindungan, pimpinan penyelenggara wajib
memberikan perlindungan kepada pelapor selama
proses Pengelolaan Pengaduan.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa jaminan kerahasiaan identitas
pelapor.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Juli 2023

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Juli 2023
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 86



